
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  5  TAHUN 2009 

TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Menimbang     :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, 
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik;  

 
Mengingat :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik    

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008           
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4801); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan    :   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN 
 KEPADA PARTAI POLITIK. 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1  
  

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 
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keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang 
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya 
berdasarkan jumlah perolehan suara. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya 
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, selanjutnya 
disingkat DPRD provinsi.  

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, 
selanjutnya disingkat DPRD kabupaten/kota. 

 
 
 

BAB II 
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 

 
Pasal 2  

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD 
diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap 
tahunnya. 

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan secara proporsional yang penghitungannya 
berdasarkan jumlah perolehan suara. 
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Pasal 3  

(1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan 
kepada Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan 
kursi di DPR. 

(2) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi 
diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang 
mendapatkan kursi di DPRD provinsi. 

(3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD 
kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di 
kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD 
kabupaten/kota. 

 
Pasal 4  

(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai 
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan 
suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota. 

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara 
nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 

 
Pasal 5  

(1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu 
DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan 
keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi 
dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi 
Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. 

(2) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu 
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2           
ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah 
bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran 
sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil 
Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang 
mendapatkan kursi periode sebelumnya. 

(3) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu 
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan 
jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun 
anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan 
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suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai 
Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. 

(4) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari 
APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama 
dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan 
dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.  

 
BAB III 

PENGAJUAN DAN PENYALURAN 
BANTUAN KEUANGAN 

 
Bagian Kesatu 

Pengajuan Bantuan Keuangan 
 

Pasal 6  

(1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada 
Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyalurkan dana 
bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik. 

(2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan oleh: 

a. Pengurus Pusat Partai Politik kepada Pemerintah 
melalui Menteri Dalam Negeri; 

b. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat provinsi kepada 
gubernur; dan 

c. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota 
kepada bupati/walikota. 

 
(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh: 

a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain 
yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia bagi Dewan Pengurus Pusat Partai Politik; 

b. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan 
Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat provinsi; dan 

c. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan 
Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota. 
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